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LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN

3.1.Pengertian Jaminan

Menurut pendapat Wahbah al-Zuhayli dalam figih nesag
masalah jaminan terdapat/dikenal bentuk akad yasq imenjadi dasar
landasan masalah jaminan yaiéihn (gadai).

Jaminan (rahn)menurut istilah syara’ adalah menjadikan benda
yang memiliki nilai harta dalam pandangan syar&agai jaminan untuk
utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mendasepnua utang,
atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminasghet®

Pembiayaan yang diberikan oleh bank banyak mengandsiko,
sehingga bank dalam pelaksanaannya harus memparhatisas-asas
pembiayaan. Guna mengurangi risiko kerugian dalaembgrian
pembiayaan maka diperlukan jaminan. Faktor adaaryengn inilah yang
harus diperhatikan oleh bank. Maka keberadaan pmigiatur dalam
Pasal 8 UU Perbankan 1992 ditentukan bahwa:

“Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai

keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debittuk un

melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjian”.

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Perbankan Syariah digunakan istilah agunan untuknakeai suatu

jaminan, yaitu “Agunan adalah jaminan tambahank b@rupa benda

3ayid SabigFigh As-Sunnahluz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, 1981, him. 187
26 Muhammad Djumhanadukum Perbankan Di Indonesi®andung: PT Citra Aditya

Bakti, 1993, him. 233
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bergerak maupun benda tidak bergerak yang disemableh pemilik
agunan kepada Bank, dalam rangka pemberian fasditadit pembiayaan
berdasarkan prinsip syariaft".

Dalam Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1967 tentarigkso
pokok perbankan pasal 24 (1) juga menyebutkan adfBank Umum
tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapuBgrdasarkan
pengertian tersebut, nilai dan legalitas jaminangydikuasai oleh bank
atau yang disediakan oleh debitur harus cukup untakjamin fasilitas
kredit yang diterima nasabah/debitur. Barang-bangamy diterima bank
harus dikuasai atau diikat secara yuridis, baikiperakta dibawah tangan
maupun akta otent

Jaminan dalam hukum positif mempunyai kedudukanagsb
pemberi kepastian hukum kepada kreditur atas peajean
modal/pinjaman/kredit yang ia berikan kepada depialam arti bahwa
barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dielsehila perlu dapat
diuangkan untuk melunasi hutang debitur. Nilai lzejasminan harus lebih
tinggi dari jumlah modal/pinjaman/kredit, dengarrampan ketika terjadi
wanprestasi atau kredit macet maka jaminan itu tdagmutup (meng-

cove) pinjaman yang kreditur berik&n.

2" Dewi Nurul Musijtari, Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Slyari
Yogyakarta: Nuha Medika, 2012, him. 92

28 Thomas Suyatno, et aDasar-Dasar PerkreditanJakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 1995, him. 88

29 Dewi Nurul Musitari,op.cit, him. 93
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Kegunaan jaminan adalah sebagai berukut:

a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk apatichn
pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jamteasebut,
apabila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidambayar
kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkatanad
perjanjian.

b. Menjamin agar nasabah berperan serta di dalamaksinsintuk
membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untukngegaikan
usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendigu
perusahaan, dapat dicegah untuk dapat berbuat identiiperkecil
terjadinya.

c. Memberi dorongan kepada debitur (tertagih) untukmereuhi
perjanjian kredit. Khususnya mengenai pembayaranbké sesuai
dengan persyaratan yang telah disetujui agar &k tleehilangan

kekayaan yang telah dijaminkan oleh bdhk.

3.1.1. Dasar Hukum Jaminan®
3.1.1.1 Dasar Hukum Jaminan menurut Hukum Positif
Penyerahan jaminan pembiayaan oleh debitur kepadk Bapat
dikaitkan baik secara langsung maupun tidak langsiengan peraturan

perundang-undangan di Indonesia, antara lain d&ktentuan UU No.7

% Thomas Suyatno, et alp.cit, him. 89
31 Budi Untung,Analisis Kredit Perbankan Tinjauan Secara Leg#bgyakarta: Andi
Offset, 2011, him. 27-28
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Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telahhddéngan UU No.
10 Tahun 1998 (dalam uraian selanjutnya disebuPétbankan Indonesia
1992/1998),dan diperbarui lagi dengan UU No.21 TaB008 tentang
Perbankan Syariah.

Ketentuan UU Perbankan Indonesia 1992/1998

Beberapa ketentuan UU Perbankan Indonesia 1992/1098
berkaitan dengan jaminan kredit diantaranya mengena

a) Keharusan penyerahan jaminan kredit oleh debitahwa
jaminan kredit merupakan salah satu syarat dalambpgan
kredit perbankan di Indonesia.

b) Kemungkinan bank membeli jaminan dalam hal delitiak
memenuhi kewajibannya kepada bank dapat diketahui d
ketentuan pasal 12 A ayat 91 UU Perbankan Indonesia
1992/1998 sebagai berikut:

“Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agubaik
melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berlasapenyerahan
secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasadasa untuk menjual
diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasaladbitur tidak

memenuhi kewajibannya kepada bank dengan keterdganan yang
dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya”.

Ketentuan tersebut di atas mengandung pengertidnarksan

adanya suatu jaminan yang memungkinkan untuk dibeti bank.

Dasar Hukum Jaminan menurut Hukum Islam
Berbeda dengan pengaturan dalam hukum positif,r dasieum

Islam diperbolehkannya Jaminanadalah Firman AINITS
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AROSOACHEFTCAD IR = dR WO X ARNRIE+ w0
B O0€COE X x50 %ZN, & LX< [TORA LY@ +o<OR D
O€&yOO8 B2 ) R eE TN AOLEAED B> Do T
DD rOXIRO-HmON LA Lo - BITNOD e
6D €O @COOAOLM....
“Dan jika kamu dalanperjalanan(dan bermu‘amalah tidak secara
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang perdidka hendaklah
ada barangtanggunganyang dipegang (oleh yang berpiutang)(Al-
Bagar ah: 283)*
Disamping itu terdapat jugadits Rasulullah:
Galada (570 Al 5 4y 4l 4 JToa 200 G clgie 2l oy Ll (e
308 Ga e e A5 JAT ) 25 e
“Bahwasanya Rasulullah mengambil makanan dari seapran
Yahudi yang harganya akan dibayarkan dalam satghkanwvaktu tertentu.

Sebagai jaminan Nabi menggadaikan baju besi beligd.R. Al-
Bukhary, Muslim; Al-Muntaga I11: 360)*

Sedangkan menudyrha’ulama juga membolehkan jaminandalam
mu’amalah karena jaminan sangat diperlukan dalanktuvaertentu.
Adakalanya orang memerlukan modal dalam usaha datuku
mendapatkan modal itu biasanya harus ada jamindarseseorang yang

dapat dipercaya, apalagi usaha dagangannya besar.

3.1.2.Rukun dan Syarat Dhamman adalah sebagai berikut:
Rukundarijaminanyang harusdipenuhidalamtransaksetztapa,

yaitu:

$2kementerian Agama RAI-Qur'an dan Terjemahan: Dilengkapi dengan Kajidsul
Figih, Bogor: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007, 49m.

*Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddietfgleksi Hadis-Hadis Hukum, Bemarang:
Pustaka Rizki Putra, 2001, him.130
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1) Pelaku akad, yaiturahin (yang menyerahkan barang), dan
murtahin (penerima barang);

2) Obyek akad, yaitumarhun (barang jaminan) damarhun bih
(pembiayaan), dan;

3) Sighat, yaitujab dangabul®*

Sedangkan syarat-syarat jaminan, yaitu:

1) SyaratAqid
Syarat yang harus dipenuhi oleh ‘agid dalam gaaiiiyahin dan
murtahin adalah ahliyah (kecakapan).Kecakapannakait hukum
yaituorang yang berakal, baligh, merdeka dalam mlefa harta
bendanya dan atas kehendak sendiri. Oleh karenanak-anak,
orang gila, dan orang yang di bawah pengampunak tihpat
menjadi penjamin.

2) Syaratshighat(lafal)
Ulama Hanafiyah mengatakan jaminantidak boleh digagkan
dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa akan
datang.

3) Syaratal-marhum bilfutang) adalah:
merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada otangpat
berutang, utang itu boleh dilunasi dengan agunanDan utang

itu jelas dan tertentu.

84 Ascarya Akad dan Produk Bank Syarialgkarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008,
him.108
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Syaratal-marhun (barang yang dijadikan agunan), menurut para
pakar figh, adalah:

barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nylaiseimbang
dengan utang,barang jaminan itu bernilai dan dapat
dimanfaatkan,barang jaminan itu jelas dan tertagtnan itu
milik sah orang yang berutang,barang jaminan idakiterkait
dengan hak orang lain,barang jaminan itu merupdeata yang
utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat, daang
jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun

manfaatnya>

3.1.3.Jenis Jaminan Perbankan

a)

b)

Jaminan dalam hukum positif dibedakan menjadi daeam yaitu:

Jaminan yang mempunyai sifat kebendaan (jaminaerdzan)
yaitu dapat berupa barang tidak bergerak, misaiayah, rumabh,
gedung, rumah/toko, dan sebagainya. Atau dapaipaebarang
bergerak, misalnya motor, mobil, bus, alat-alatkaetoran,
barang-barang perhiasan, dan sebagainya.

Jaminan yang mempunyai sifat perorangan (jaminaorgegan)

yaitu  dapat berupa perjanjian  penangguhan  utang

*Rukun Dhamman-Jaminattp:/istiqgommah.blogspot.com, 20/05/2013 guBut7
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(borgtochtyeperti jaminan pribadi(personal guaranty)dan

jaminan perusahaéorporate guaranty§°

Ada 2 jenisjaminan yang digunakan oleh BMT Marharsebagai
agunan dalam pembiayaan pada akadabahahyaitu:
a) Jaminan BPKB Kendaraan Bermotor

b) Jaminanan Sertifikat Tanah

Nilai taksasi adalah presentase tertentu yang digam untuk
menetapkan besarnya harga yang dapat dipertimbargig sesuatu jenis
jaminan pembiayaan berdasarkan harga pasar yangroliip dari
penilaian ekonomis. Nilai taksasi yang digunakashoBMT Marhamah
untuk tanah sebesar 70 % dari besar nominal pessomayglan untuk

kendaraan bermotor sebesar 50 % dari besar nopenaiayaan.

3.2. Pengertian Murabahah
Ada banyak produk penghimpunan dan penyaluran oeama
secara teknis finansial dapat dikembangkan sebeatbdga keuangan
Islam termasuk BMT. Namun dalam prakteknya, bagsabah akad
murabahah merupakan model pembiayaan alternatif dalam pexsgad

barang-barang kebutuhan.
Murabahah berasal dari kataribhun (;é) yang artinya

keuntungan. Sedangkan secara istialrabahahadalah akad jual beli

% Budi Untung,Analisis Kredit Perbankan Tinjauan Secara Leg#bgyakarta: Andi
Offset, 2011, him. 25
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barang dengan menyatakan harga perolehan dan kegantuyang
disepakati oleh penjual (dalam hal ini pihak BMTand pembeli
(anggota/mitra). Karena dalam definisi tersebungdd’keuntungan yang
disepakati”, karekteristiknurabahahadalah si penjual harus memberi tahu
pembeli tentang harga pembelian barang dan meraatgkmlah
keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersébut.

Pembiayaaitmurabahahmendapatketentuan UU No.7 Tahun 1992
tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dalasad Paangka 13
Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang PerubahagaRgan secara
khusus terdapat dalam Undang-Undang No.21 tahun8 2@dtang
Perbankan Syari'ah. Di samping itu pembiayaamrabahahjuga telah
diatur dalam fatwa DSN No0.4/DSN-MUI/IV/2000 vyang tinya
menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat d
meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatak bgariah perlu
memiliki fasilitasmurabahahbagi yang memerlukan, yaitu menjual suatu
barang dengan menegaskan harga belinya kepada Ipetebgan harga
yang lebih sebagai lalfa.

Dalam penerapannya, BMT bertindak sebagai pemie¢diligus
penjual barang tertentu yang dibutuhkan oleh ndsaldala-mula BMT
membeli barang sebagaimana dimaksud kepada piltigla kkengan harga

tertentu, secara langsung atau melalui wakil yargngik, untuk

% Adiwarman  A. Karim,Bank Islam: Analisis Figih dan Keuanganlakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2010, him. 113

38 Abdul Ghofur Anshori,Perbankan Syariah Di Indonesi& ogyakarta: UGM Press,
2009, him. 108-109
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selanjutnya barang tersebut dijual kepada nasababad harga tertentu

setelah ditambah keuntung@mark up)yang disepakati bersama.

Besar keuntungan yang diambil BMT atas transaksrabahah
tersebut bersifat constant, dalam pengertian tlitkembang dan tidak
berkurang. Keadaan ini berlangsung hingga akhian@edan hutang oleh
nasabah kepada BM.

Jenismurabahahada 2 macam yaitu sebagai berikut:

a. Murabahahtanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak
bank syariah meyediakan barang dagangannya. Peayediarang
padamurabahahni tidak terpengaruh dengan ada tidaknya pesanan.

b. Murabahahpesanan, maksudnya bank syariah baru akan melakukan
transaksimurabahah apabila ada nasabah yang memesan barang

sehingga penyediaan barang baru dilakukan jikgpadanan.

3.2.1. Dasar HukumAkadMurabahah

3.2.1.1Al-Qur’an

Dasar hukum Islam mengenai diperbolehkannya ad&aysaksi
murabahahadalah Firman Allah SWT:

.. O=BmO0L S0+ 6 S E A0 & S 0a S $-10R0 SOR
AUGRD ... . ScFOF RO W [

39 Makhalul 1lmi, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariafiogyakarta:
Ull Press, 2002, him 38
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“Allah telahmenghalalkanjualbelidanmengharamkanribd (Al-

Bagar ah: 275)*

o E V@O # DBamec LA Fo e BICOARIIL S @A e BS-H
WY BNCEIRYL Y [ERPYGR Yu DN N RSP mPIPY 2 Y TR=TOR S G TISY T2V
Wor o RGP e RO O AAT s GO OO Vog &

TOREY - 40+ = FZAECRNE T+ SOBSMODHET 3D 1 = AZAE
@O->ALOMLIOYRIA Ao QLR @ FLATR<Ha OO O

®OLY A
“Wahai orang-orang yang
berimanjanganlahkamumakanhartasesamamudenganjalamg y bathil
(tidak benar), kecualidenganjalanberniaga yang

berlakudengansukasamasudl@ntarkamu. Dan  janganlah  kamu
membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang lkapatl (An-
Nisa; 29)*

3.2.1.2Al- Hadits

Jabir ibn Abdillah r.a. berkata:

Ll Cat 113 AL 5l Tpell e 81 a1 050 51 06 e e
(plo saan ol 5 ) G0 Eigasi S

Rasulullah saw. Bersabda: Apabila engkau membefuatel
barang (gandum), maka jangan engkau menjualnya lsebdarang
tersebut engkau terima dengan sempurn@l.R. Ahmad dan Muslim;
Al- Muntaga 1 ; 323)*

3.2.1.3ljma’

Menurutumat Islam telah bersepakat tentang kebolétmal beli,

karena manusia sebagai anggota masyarakat selalbutighkan apa yang

“Kementerian Agama RAI-Qur'an dan Terjemahan: Dilengkapi dengan Kajidsul
Figih, Bogor: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007, Ain.

*“bid, him. 83
“2Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiefyleksi Hadis-Hadis Hukum, Bemarang:

Pustaka Rizki Putra, 2001, him.29
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dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Olehkargna
jualbeliadalahsalahsatujalanuntukmendapatkannyessataDengandemik
ianmakamudahlahbagisetiapindividuuntukmemenuhiketarinya’>
3.2.2 Rukun dalaMurabahah

RukundariakaMurabahatyang

harusdipenuhidalamtransaksiadabeberapa, yaitu:

a. Pelaku akad, yaitba’i(penjual) adalah pihak yang memiliki

barang untuk dijual, damusytar{pembeli) adalah pihak yang

memerlukan dan akan membeli barang

b. Objek akad, yaitumabi'(barang dagangan) dasamarfharga)

dan,

c. Shightyaituijab dangabul*

3.2.3 Syarat-syaratdalanturabahatf®

a. Pihak yang berakad:
1) Cakap hukum,
2) Sukarela (ridha), tidak dalam keadaan
dipaksa/terpaksa/dibawah tekanan.
b. Objek yang diperjualbelikan:
1) Tidak termasuk yang diharamkan/dilarang,
2) Bermanfaat,
3) Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dikkuk
4) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad,

*3 MuhammadSistem dan Prosedur Operasional Bank Syaritogyakarta: Ull Press,
2000, him. 22-23

“Ascarya Akad dan Produk Bank Syariabakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008,
him. 82

“Perpustakaan Nasionghnk Syariah: Konsep, Produk, dan Implementasi @gienal
Jakarta: Djambatan, 2001, him. 77
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5) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan pdedpa
yang diterima pembeli.
c. Akadsisighat
1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik denggra s
berakad,
2) Antaraijab dan gabul harus selaras baik dalam spesifkasi
barang maupun harga yang disepakati,

3) Tidak dibatasi dalam periode waktu tertentu.

3.2.4 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor:47/DSN{NI2005
Tentang Penyelesaian PiutaMurabahahBagi Nasabah Tidak Mampu
Membayaf®

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional yang terkait dengamyplesaian
piutangmurabahahbagi nasabah tidak mampu membayar sesuai jumlah
dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

a) Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah
kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yargakati;

b) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS daligeasgualan;

c) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka SLK
mengembalikan sisanya kepada Nasabah;

d) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utangka sisa utang
tetap menjadi utang nasababh;

e) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangmgiea LKS

dapat membebaskan.

**Tim Penulis DSN-MUIHimpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, op.bim. 353
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3.2.5 Prinsip-PrinsipPemberianPembiayaan yang ulkiak BMT
Marhamaf’

Setiap pengajuan pembiayaan kepada pihak Bank/BN&L a
lembaga keuangan lainnya harus melalui prosess@diedit terlebih
dahulu, baru kemudian ditentukan keputusan persaiujpembiayaan
disetujui atau ditolak.

Ada beberapaprinsip-prinsippenilaianpembiayaan yang
seringdilakukanyaitudengananalisis
5C.Analisisinimerupakansatualatuntukmelihatsejautakalayakankredit
yang akandiberikankepadacalondebiturdandapatdipggtangjawabkan.

Prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis 5@t @plaskan
sebagai berikut:

1. Character(kepribadian, watak)

Character
adalahsifatatauwatakseseorangdalamhalinicalondéhijuannyaadalahu
ntukmemberikankeyakinankepada BMT bahwa, sifatataakdari orang-
orang yang akandiberikanpembiayaanbenar-benardppataya.

Charactemerupakan ukuran untuk menilai “kemauan”
nasabah/anggota membayar pembiayaannya. Orang ya@qiliki
karakter baik akan berusaha untuk membayar pendmaya dengan

berbagai cara.

*Edy Putra Tje’AmanKredit PerbankanYogyakarta: Liberty, 1986, him. 12-13
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2. Capacity(kemampuan)

Capacityuntuk melihat kemampuan calon nasabah/anggota dalam
membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kenasmypa
mengelola bisnis serta kemampuannya dalam memtsri 5ehingga pada
akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengekalpapembiayaan
yang disalurkan.

3. Capital (modal)

Capital adalah modal usaha dari calon debitur haliagalisis
mengenai besar dan struktur modalnya yang terlifzat neraca lajur
perusahaan calon debitur. Hasil analisi neracar lakan memberikan
gambaran dan petunjuk sehat atau tidak sehatnysaiezan. Jika terlihat
baik maka bank dapat memberikan pembiayaan kepasaohmn
bersangkutan, tetapi jika tidak maka pemohon tidkain mendapatkan
pembiayaan yang diinginkan.

4. Colleteral (jaminan)

merupakanjaminan yang diberikancalonnasabah bai§ parsifat
fisik maupun non fisik yang
dapatdigunakansebagaipenggantipembayaranapabilgpentidakdapatm
eneruskanangsurankepada bank. Jaminan juga hselis kkabsahannya,
sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jamiregydititipkan dapat
dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adsbhgai pelindung

Bank/BMT dari resiko kerugian.



44

5. Condition of Ekonomi¢kondisi ekonomi)
Kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang upahehon
kredit khususnya. Jika baik dan memiliki prospekng/abaik maka
permohonannya akan disetujui, sebaliknya jika kgrbaik, permohonan

pembiayaannya akan ditolak.

3.3.Pengambilalihan Jaminan Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT
M ar hamah Wonosobo
3.3.1 Ketentuan Jaminan di BMT Marharifah
Prosedur/ketentuan tentang jaminan di BMT Marharsabagai
berikut:

a) Barang jaminan milik sendiri (suami/istri) dan atesna sendiri.
Barang jaminan yang belum atas nama sendiri, hditampiri
surat keterangan dari perangkat desa/keluraharmpatedan
bermeterai cukup.

b) Barang jaminan tidak sedang dalam masalah dan sddlkng
dijaminkan dipihak lain.

c) Jaminan berupa tanah, sudah bersertifikat Hak Mikk bila
belum (covernote dari Notaris yang ditunjuk).

d) Pemilik jaminan (suami/istri) wajib hadir saat pedatanganan

akad pembiayaan dan pengikatan jaminan.

“8 peraturan (PERSUS)Pembiayaan KJKS BMT Marhamah
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3.3.2 Pengikatan Jamirdn

Pengikatan jaminan dimaksudkan untuk perjanjiararantlebitur

dan kreditur, agar debitur meyerahkan jaminan ditevimanya kredit

sedangkan kreditur melaksanakan kewajibannya mepernanjian yang

berlaku antara kedua belah pihak. Suatu jenis jamipembiayaan

hendaknya dapat diikat secara sempurna agar dapindomgi

kepentingan bank/BMT.

Prosedur pengikatan jaminan yang dilakukan oleh BX&rhamah

yaitu sebagai berikut:

a. Agunan berupa Tanah bersertifikat Hak Milik, dengaminal

b.

C.

pembiayaan diatas kewenangan harus dipasang Halgdiagan
(APHT).

Agunan berupa benda bergerak (Kendaraan Bermdairperat
dan lain-lain) dengan nominal pembiayaan diatasekangan
harus di Fidusia.

Agunan yang tidak diikat dengan APHT maupun Fidusia
pengikatan dilakukan dengan SKMHT (Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan dan atau Waarmerkiagdéh
pengikatan agunan bawah tangan (Surat Kuasa Juaudat lain
semisal dengannya mempunyai kekuatan pembuktianatkn

mendukung penerapan eksekusi atas barang agunan).

“IIbid
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3.33
Tindakan/PenanganansebelumdilakukanPengambilaéih@nanoleh
BMT MarhamahWonosobo

Suatu pembiayaan digolongkan sebagai pembiayaamabatah
yaitu sejak tidak ditepatinya atau dipenuhinya kiten yang tercantum
dalam perjanjian pembiayaan, yaitu apabila debgelama tiga kali
berturut-turut sudah tidak mampu atau tidak sangdag untuk
menyelesaikan kewajiban pembayarannya.

Apabila terjadi tanda-tanda seperti di atas, maksakp BMT
Marhamah memberikan surat pemberitahuan, teguram,atau tagihan
pembiayaan minimal 3 (tiga) kali. Jika teguran gat(terakhir) kalinya
juga tidak diindahkan beserta dengan pemanggilaadea debitur® Lalu
kepada debitur diberikan kesempatan untuk menygbesgpinjamannya.
Setelah batas akhir ternyata debitur tidak dapatgerbalikan pinjaman,
maka debitur diberi kesempatan untuk mengajukanm@eonan
perpanjangan jangka waktu pengembalian pembiayaan.

Akan tetapi bila sampai perpanjangan jangka walktoitdr masih
tidak mampu untuk mengangsur pinjamannya maka barkian
keputusan direksi, pembiayaan tersebut diklasifkieas sebagai

pembiayaan bermasalah.

0 Wawancara dengan Bapak Sumarna, seldlamajer BMT Marhamah 12/03/2012
pukul 09.00

®1 Eugenia Liliawati Muljono dan Hadi Setia TunggBksekusi Grosse Akta Hipotek
Oleh Bank Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, him. 50
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Dalam hal tersebut permasalahan yang timbul dalaektig
perbankan syariah maka para pihak akan mencariefesajan terhadap
permasalahan yang dihadapinya. Secara garis bayarppnyelesaian dan
penanganan dari BMT Marhamah dengan adanya pemhasatersebut
yaitu, penyelesaian pembiayaan cenderung terfokds pindakan untuk
mengupayakan pembayaran kembali pembiayaan dengam c

mengeksekusi jaminan dengan melakukan pengamhitejgminan.

3.4.M ekanismePengambilalihanJaminan yang dilakukanoleh BMT

M ar hamahW onosobo

Jaminan yang dijaminkannasabahkepadapihak BMT
dapatdilakukanpenyitaan.Penyitaanjaminantergantotgebijakanmanaj
emen.Kebijakanmanajemendari BMT
Marhamahuntukmenanganimasalahiniyaitudenganmeladdsekusijamin
anataupengambilalihanjaminan yang diserahkanolétudgbara tersebut
dalam istilah perbankan dikenal dengan istilah “A¥'000Agunan Yang
Diambilalih).

Sebelum melakukan penyitaan barang jaminan pih@kT B
Marhamah memiliki cara-cara sebagaimana yang #ejamenurut ajaran
Islam, seperti:

a) Simpati : sopan, menghargai, dan fokus ke tujuayipsan
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b) Empati : menyelami keadaan nasabah, bicara seakéuk u
kepentingan nasabah, membangkitkan kesadaran masalak
mengembalikan hutangnya.

c) Menekan : tindakan ini dilakukan jika dua tindaksgbelumnya

tidak diperhatikan?

Apabila cara ketiga tidak ditanggapi dengan baikhohasabah,
maka pihak BMT Marhamah terpaksa akan mengambilgininan
dengan menjual barang-barang jaminan milik anggatal dengan cara
mengeksekusi jaminan.

Adapun sisdur eksekusi jaminan di BMT Marhamahatdakbagai
berikut>?

1) Penerapan eksekusi atas jaminan diupayakan seaawhiangan
(anggota menyerahkan jaminan untuk dijual secarkarsia)
dibuktikan dengan kesepakatan tertulis bermeteitaie.

2) Untuk tujuan penyelamatan pembiayaan, BMT Marharbaa
membeli barang jaminan milik anggota bermasalatgaerharga
sesuai harga pasar wajar berdasarkan kesepakatgandanggota
dan atau pemilik barang jaminan.

3) Bila eksekusi secara bawah tangan tidak tercapakaneksekusi

dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku.

*2Wawancara dengan Bapak Sumarna,seltlanajer BMT Marhamah, 18/03/2013
pukul 09.00
%3 peraturan (PERSUS) Pembiayaan KJKS BMT Marhamah
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Proses eksekusi Hak Tanggungan melalui PengadimeiNakan
menghabiskan waktu yang lama, SitaEksekusi darkgsmtaan lelang di
samping itu biaya yang cukup mahal.Sedangkan pehales lelang
berdasarkan parate eksekusi jauh lebihhemat walkilbthya yang relatif
murah. Proses eksekusi hak tanggungan dapat marudiank bila
prosesnyaberlangsung lama, sedangkan di sisi lsifi Blarhamahdalam
jangka waktu yang singkat harus berusaha mengatatahkredit macet
yang kemungkinan saja bisa meningkat sewaktu-waktu.

Dalam deskripsi data kasus penulis akan membahasgyenai
usulan pembiayaamurabahahdan jaminan yang diberikan kepada BMT
Marhamah. Usulan pembiayaamurabahahyang diajukan oleh nasabah
yang bernama bapak Ngatijo mengajukan pembiayaarabahahakan
penulis uraikan sebagai berikut:

Bapak Ngatijo yang beralamat Plobangan Selomert;mdabo
mengajukan permohonan pembiayaamurabahah pada KJKS BMT
Marhamah Wonosobo untuk meminta dibelikan tanakgteman dengan
harga jual sebesar Rp 145.600.000,00 harga behlhtasebesar Rp
130.000.000,00 ditambah keuntungan sebesar Rp QB@EHOO
berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Bapakijdlgnenyerahkan
jaminan kepada BMT Marhamah yaitu dua bidang tgsawah):

1) Satu bidang tanah sawah nomor Hak Milik 395 atamana
pemegang Hak Ngatijo dengan luas + 130(kurang lebih seratus

tiga puluh meter persegi) dengan nomor Surat URG/RRI/1981
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terletak di Desa Plobangan Kecamatan Selomerto [&bn
Wonosobo Jawa Tengabh.

2) Satu bidang tanah sawah nomor Hak Milik 47 atasenpemegang
Hak Ny. Sadijuri Alias Minah dengan luas + 1.769(furang lebih
seribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) dengaror gambar
ukur 1239/1979 terletak di Desa Sumberwulan Kecamat

Selomerto Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah.

Eksekusi Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 20 daRgsal 21
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tamgmu atas
Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengaahThatar belakang
lahirnya eksekusi ini adalah disebabkan pemberi Hakggungan atau
debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimmestinya, walaupun
yang bersangkutan telah diberikan surat peringaiga kali berturut-
turut>*

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 199rgn
Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-bendaBgkgitan dengan
Tanah diatur tentang cara eksekusi Hak Tanggung&sekusi Hak
Tanggungan yang dilakukan oleh BMT Marhamah yaitu:

a) Tahap Pelelangan
Pada dasarnya cara eksekusi HakTanggungan disedialiked

Undang-Undang Hak Tanggungan untuk memberikan kehard dan

>*Indrawati, Skripsi :Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Hak Tangan
Fakultas Hukum: Universitas Indonesia, 2008, hir@ 10
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kepastian hukum perihal pelaksanaan eksekusi Hakgiegan dengan
tujuan untuk menjamin pelunasan hutang anggotarksadari pihak BMT
Marhamah sendiri memperhitungkan biaya yang sarigegar dan
memerlukan waktu yang cukup lama apabila proseskeks atau

pengambilalihan jaminan melalui Pengadilan Negeri.

BMT Marhamah melakukan lelang kecil menjual bargaginan
sesuai dengan harga pasarkepada broker yang se#latjasama dalam
hal pembelian barang-barang jaminan. Apabila suti@mukan pembeli
barang jaminan dengan harga yang bisa menutup skutaag anggota,
maka hasil penjualan yang digunakan untuk menutapgsuran
jikamasihterdapat kelebihan/sisa akan diberikara&epnggota.

Proses tahapan pelunasan kredi¢lalui pengambilalihanasset
anggotaoleh BMT Marhamah secara tidak langsunge(lkastatusberalihnya
hak belum dilakukan secara sempurna), maka dilakpkganjian ulang yang
berhubungan dengan kuasa jual barang jaminan. Ad@hapannya sebagai
berikut>®

1. Dibuatkannya Akta Pengikatan Jual Beli

Para pihak: anggota dengan pembeli(pemenang lelaiay)

dihadapan PPAT

Isi perjanjian antara lain:

5 Wawancara dengan Bapak Sumarna, seMknajer BMT Marhamah, 19/03/2013
pukul 09.30



52

1) Dalam Akta Pengikatan Jual Beli (APJB), dijelaskaahwa
debitur selaku pemilik jaminan akan menjual bargamginan
berupa tanahkepada pemenang lelang yang dalam nhal i
bertindak sebagai pembeli.

2) Apabila belum dilakukan balik nama atas nama peimbelka
penjual diwajibkan memberikan kuasa penuh kepaadabpk
untuk melakukan semua tindakan, baik bersifat persgun
maupun pemilikan atas tanah tersebut (yang berkaiéamgan
proses balik nama).

2. Menyerahkan kepada pembeli Surat Kuasa untuk miénjua
melepaskan hak.

Isi surat kuasa:

Menyelesaikan dan menandatangani akta jual betj p&lepasan

hak dan untuk itu membuat, menandatangani dan/ ttada

penyerahannya.

Dengan penyerahan barang jaminan dari anggotaatiam/jpemilik
jaminan kepada BMT Marhamah dan membuat AJB kepzatabeli,
maka kewajiban atau hutang anggota kepada BMT Maahaelah selesai
atau lunas dengan dikeluarkannya surat keteranges loleh pihak BMT
Marhamah. Apabila nilai hasil jual beli jaminan ilelbesar daripada saldo
debet pinjaman, maka kelebihan tersebut akan di&kkalm kepada

debitor atau anggota.
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Hak milik atas tanah tersebut sudah beralih katelad dilakukan
atau dibuat akta jual beli (AJB) tanah di hadap®&AP. Hal ini jelas
terlihat dalam ketentuan sebagaimana termuat d&asal 37 Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaraahlTayang pada
pokoknya menyatakan:

“Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan se$wak baru

atas tanah, harus dibuktikan dengan sesuatu aktadibuat oleh dan di
hadapan pejabat yang ditunjuk untuk itu”

Berdasarkan penjelasan diatas maka secara hukuus sitas
barang jaminan berupa dua bidang tanah tersebait telenjadi milik

pembeli.

Pandangan Hukum Isam Adanya Pengambilalihan Jaminan Pada
Pembiayaan Murabahah di BMT Marhamah Wonosobo

Dalam kegiatan operasionalnya BMT sama halnya der@ank
Umum di Indonesia juga memiliki Badan Hukum yangngegur tentang
koperasi yaitu berdasarkan UU No.25 Tahun 1992tenPerkoperasian.

Persoalan jaminan dalam wacana figih berkaitan alenmgasalah
adanya hubungan hukum (hutang piutang) antara isegpdengan pihak
lain. Dalam wacana figih jaminan dalam pembiayaamabahahdan
proses pengambilalihan jaminan diperbolehkan, #pdbia tinjau dari
aspek regulasinya dalam hal ini adalah ketentuaweF®SN-MUI yang
menjadi dasar pedoman perbankan syariah dalam ukalakkegiatan

usahanya. Dalam Fatwa DSN-MUI tentang Pembiay®damabahah
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Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dinyatakan bahwa”: Jaminagialam
Murabahahdibolehkan, agar nasabah serius dengan pesandanyaank
dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminang ydapat
dipegang®® Serta diatur dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional
Nomor:47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Rigtaviurabahah
Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar bahwa Obyek nainah atau
jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atawaloieLKS dengan
harga pasar yang disepakati dan Nasabah melusasusingnya kepada
LKS dari hasil penjualan. Apabila hasil penjualaelebihi sisa utang
maka LKS mengembalikan sisanya kepada Nasababh.

Menurut Fatwa DSN-MUI tersebut, pada dasarnya dalam
pembiayaanmurabahah jaminan merupakan hal yang diperbolehkan.
Oleh karena itu, BMT Marhamah sendiri menilai haogguk memberikan
kepastian kepada pihdbka’'i bahwa pihakmusytari dalam pembiayaan
murabahahakan serius dengan pesanannya sesuai dengan \ahg te
diperjanjikan di muka. Serta adanya proses pendalimain jaminan
dilakukan hanya untuk menutupi angsuran dari pihaksytari yang
disebabkan karena tidak dapat menyelesaikan amgbutangnya kepada
ba’i, maka jaminan itu dapat menutup (meng-cover) pinfargang

kreditur berikarr”

**Dewi Nurul Musjtari, Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbakan Syaria
Yogyakarta: Nuha Medika, 2012, him. 116

*"Wawancara dengan Bapak Sumarna, selslanajer BMT Marhamah, 26/03/2013
pukul 13.00



3.6.

55

Berdasarkan ketentuan tersebut maka kedudukanganmrenurut
Fatwa DSN-MUI guna menghindari terjadinya penyingamdari pihak

musytaritidak main-main atau serius dengan pesanannya.

Analisis

Pembiayaaimurabahahyang ada di BMT Marhamah merupakan
pembiayaan yang diperuntuhkan bagi anggota yanghuiginkan barang
untuk alat produksi, konsumtif ataupun untuk keyesnl perdagangan.
Selain persyaratan yang diajukan dalam pembiayaggota juga harus
memberikan jaminan pembiayan.

Jaminan pembiayaan yang diberikan anggota kepduk MT
hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melgnduedit yang
macet akibat suatu musibah. jaminan dilakukan hanyak menutupi
angsuran dari pihakmusytari yang disebabkan karena tidak dapat
menyelesaikan angsuran/hutangnya kepdzada maka jaminan itu dapat
menutup (meng-cover) pinjaman yang kreditur berikan

Proses pengambilalihan jaminan dilakukan apabifggata sudah
benar-benar tidak mampu membayar atau tidak putikedibaik maka
pihak BMT Marhamah bisa melakukan pengambilalitezthadap jaminan
yang telah dilakukan pengikatan terhadap barangingm dihadapan
Notaris, selanjutnya pihak BMT Marhamah bisa mekaku pelelangan
barang jaminan melalui broker untuk membeli bargaginan milik

anggota yang bermasalah dengan harga sesuai hasgar erta
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berdasarkan kesepakatan dengan anggota dan atailik pearang
jaminan.
PengambilalihanbarangjaminandilakukansetelahdilaumetktaJualBel

(AJB) dihadapanNotaris.

3.6.1 Kelebihan

a) Dengan adanya jaminan pada setiap pembiayaan akan
membantu pihak BMT apabila terjadi kemacetan dalam
pembiayaanmurabahah atau biasa disebut dengan adanya
pembiayaan bermasalah, pihak BMT dapat memgerhutang
nasabah/anggota dengan cara menjual dan mengahailal
jaminan yang diberikan oleh anggota.

b) Dengan adanya eksekusi atau sampai dengan penghinaioil
jaminan diharapkan anggota lebih serius dalam éaigsanan
barang maupun angsuran yang sedang berjalan.

c) Kedudukan jaminan dapat menjadi alternatif untitaRiBMT
Marhamah dalam memberikan pembiayaan bagi anggata a
lebih seruis dengan pesanannya.

3.6.2 Kelemahan

a) Dalam proses pengambilalihan jaminan pihak BMT Marhh
melakukannya secara bawah tangan dan tidak melalui
Pengadilan Negeri seperti bank-bank pada umumnya,

melainkan mereka menangani sendiri. Kebijakan ialatm di
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salagunakan oleh anggota yang tidak bertanggujaMteleka
menganggap bahwa proses penyitaan barang jamin&nyai
tidak penting atau malah mengabaikan.

b) Pihak BMT Marhamah terkadang kesulitan dalam meremt
harga pasar yang sering naik turun untuk menildi ldalitas

jaminan

Dengan analisis diatas maka penulis berpendapatvebah
dalam mekanisme pengambialihan jaminan sudah baikun ada
hal-hal yang masih perlu diperbaiki yaitu:

a. Dalam proses pengambilalihan jaminan karena BMT higliawah
mulai dari proses lelang sampai jaminan diambih atileh
pembeli, sebaiknya pihak BMT Marhamah juga haruspte
bekerja sama dengan pihak yang berwajib agar tielg&di hal-
hal yang tidak diinginkan.

b. Pihak BMT Marhamah juga harus lebih pintar dalanakekan
pelelangan barang jaminan agar tidak terjadi kbsalaapabila
barang jaminan dijual dengan harga yang tidak $edeagan
nilai barang jaminan maka barang jaminan tidak tiapeng-

coverhutang anggota.



